
 
 

 
 
  

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 
 

NOMOR 95 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

WALIKOTA BATU, 
 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3)  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

 

SALINAN 
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020;  
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10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 

11. Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

12. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 
108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA. 
. 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 108 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota 

Batu: 

a. Nomor 101 Tahun 2019;  

b. Nomor 49 Tahun 2020; dan 

c. Nomor 70 Tahun 2020. 
 

diubah sebagai berikut: 
 

1.  Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni 

angka 39, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
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masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya 

disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain 

adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota 

yang dipimpin oleh Camat. 

10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya 

disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke 

rekening kas Desa.  

16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari 

rekening kas Desa. 

17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 

1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan 

tidak perlu dikembalikan oleh Desa.  

18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang 

merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 

Desa.  
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19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, 

yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala 

Desa yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan Desa. 

21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa 

yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 

Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 

PPKD. 

23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, 

adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas 

PPKD. 

24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat 

menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 

menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 

ditetapkan. 

26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM 

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 

mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif 

besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran.  

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 

pendapatan Desa dengan belanja Desa.  

29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 

pendapatan Desa dengan belanja Desa.  

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 
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31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 

rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, 

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang 

akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APB Desa. 

32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 

selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang 

memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 

disediakan dan rencana penarikan dana untuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 

APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB 

Desa. 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 

selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang 

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan 

dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya 

berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. 

34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya 

disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah 

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 

dan/atau penyedia barang/jasa. 

35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya 

disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat 

arus kas masuk dan arus kas keluar yang 

digunakan mengatur penarikan dana dari rekening 

kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran 

berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala 

Desa. 

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk 

mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota 

Batu. 

38. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya 

disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai 

kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa 

yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi 

dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COV7D-19). 

39. Keadaaan luar biasa adalah keadaan yang dapat 

menyebabkan dilakukan perubahan APB Desa lebih 

dari satu kali. 
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2. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal, 

yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 18A 
 

(1) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali 

dalam keadaan luar biasa.  

(2) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) antara lain adalah: 

a. kejadian luar biasa: 

1. bencana alam antara lain banjir, gempa bumi, 

gunung meletus, kekeringan, angin topan, 

tanah longsor; dan 

2. bencana non alam yang diakibatkan oleh 

penyebaran penyakit yang mengancam 

dan/atau menimpa warga masyarakat secara 

luas atau skala besar, paling sedikit berupa: 

a) terjadi peristiwa khusus seperti krisis 

politik, krisis ekonomi, dan/atau 

kerusuhan sosial yang berkepanjangan;  

b) pandemi flu burung; 

c) wabah penyakit cholera;  

d) penyakit menular lainnya; dan 

e) pandemi Corona Virus Disease 2019.  

b. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; 

dan/atau 

c. estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran 

dalam APB Desa mengalami kenaikan atau 

penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh 

perseratus). 

(3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa 

mengenai perubahan APB Desa dan tetap 

mempedomani RKP Desa. 

 

Pasal 18B 
 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan 

terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 

penjabaran APB Desa sebelum Rancangan 

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 

ditetapkan.  

(2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 

Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:  

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggaran 

berjalan;  

b. keadaan yang menyebabkan harus segera 

dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan  
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c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 

sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan 

dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.  

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD 

mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang 

perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya 

disampaikan kepada Walikota melalui surat 

pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa 

tentang perubahan penjabaran APB Desa. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

   Ditetapkan di Batu 

   pada tanggal 30 sepember 2020 
 

 

WALIKOTA BATU, 

 
 

ttd 

 
 

DEWANTI  RUMPOKO 
 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal   30   September 2020  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 
ttd 

 
 
ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 95/A 
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